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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a.  bahwa memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang 

Persediaan (UP) pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) sebagai landasan pengajuan Surat Permintaan 
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) di setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3851) 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286) ; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4540); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4614); 

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 11); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang tata cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

SE.900/316/BAKD Tahun 2007 Perihal Pedoman Sistem dan 
Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 
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29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11); 

30. Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor 1 Tahun 2017  

Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  
Samarinda  Tahun Anggaran  2017 (Lembaran Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2017 Nomor 1); 

31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Samarinda Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota 
Samarinda Tahun 2017 Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG 

PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN TAHUN 

ANGGARAN 2017. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 

2. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda ; 

3. Walikota adalah Walikota Samarinda ; 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang; 

6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan 
kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor 
sehari-hari; 

7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 

8. SPP  Uang  Persediaan (SPP-UP)  adalah  dokumen  yang  diajukan  oleh  

bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung; 

9. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung;  

10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung; 
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11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 

12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak 

ketiga; 

13. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional 

kantor sehari-hari; 

14. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD 
yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah 

dibelanjakan; 

15. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 

pengeluaran DPA-SKPD. 

16. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya 
disingkat SPM-GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil atas beban 
pengeluaran DPA SKPD sebagai pertanggungjawaban UP pada akhir tahun 

anggaran; 

17. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya 

disingkat SPM-TU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil atas beban 
pengeluaran DPA SKPD sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang 

Persediaan yang telah diterima; 

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM; 

 
BAB II 

BESARAN UANG PERSEDIAAN  

Pasal 2 
 

(1) Dalam rangka  pelaksanaan kegiatan  dalam  APBD,  kepada  SKPD  diberikan  
Uang Persediaan melalui mekanisme SPP-UP. 

(2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. 

(3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap SKPD 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran  Peraturan ini. 

 

BAB III 

BESARAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN 

Pasal 3 

 
(1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut 
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telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% 
(lima puluh perseratus). 

(2) Dalam hal SKPD termasuk SKPD yang diperkenankan menunjuk Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) dan membagi Uang Persediaan (UP) untuk masing-

masing KPA, maka pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila 
dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-

kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari uang persediaan masing-masing 
KPA.  

(3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus disetorkan kembali 
ke rekening Kas Daerah. 

Pasal 4 

 

Peruntukan belanja serta ketentuan pertanggungjawaban untuk Ganti Uang 
Persediaan diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota. 

 

BAB IV 

KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal 5  

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
Ditetapkan di Samarinda 

 pada tanggal 9 Pebruari 2017 

 WALIKOTA SAMARINDA, 

                                                    ttd 

  H. SYAHARIE  JA’ANG 

 

Diundangkan di Samarinda 
Pada tanggal 9 Pebruari 2017 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 
                        ttd 

 
                H. HERMANTO 

 
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 4. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Plt. Kepala Bagian Hukum, 

 
 

 
SYARIFUDDIN, SH 

NIP. 196703021995031005 


